
Menimbang

BT,PATI TANA TtoRA.,A
PROVINSI ST'LAWESI SELATAN

PERATURAI{ BI'PATI TAITA TORA^'A
NOIIOR 38 TAET'IT 2OI5

TEI{TANG
I(EBIJAI{AIT AIruITTAITSI KABI'PATEI{ TANA TORA",A

DEITGITIT RAEIIAT TI'IIAIT YAIYG IIAIIA ESA
BI'PATI TAITA TORA*'A,

Dalam Negeri Nomor 2 I Tahun 201 I tentang perubahan
Kedua atas peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 13Tahun KeuanganDaerah ran kepala
daerah

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (ll
Peraturan Pemerinteh Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi pemerintahan, dan untuk
melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (S) peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis
Akmal Pada Pemerintalr Daerah, perlu menetapkaa
Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Kebijakan
Akuntansi Kabupaten Tana Tora.ja dengan berpedoman
pada Standar Akuntansi pemerintahan;

c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pengaturan
penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangaa,
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan
-aturan, da-n praktik-praktik spesifrk yang dipilih dalam
penyusunurn dan penyajian laporan keuangan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, perlu
ditetapkan dalam suatu kebijakan akuntaasi;
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Kabupaten Tana Toraja.

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturon Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



I

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I4O' Tambahan

;ffi; -;;;;a nepuulik Indonesia Nomor 4578);

Indonesia Nomor 5234);

I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

l,aporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2O07 Tentang Pengelolaan Uang/ Negara Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaral Negara 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 20O8 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 127,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a89O);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor S165,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol1 tentang perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan
Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3
tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
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17. Peraturarr Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2

Tahun 2OO8 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana

Toraja Tahun 2008 Nomor 2, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah

Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAXAN AKT,NTATYSI
KABUPATEN TANATORA,JA

BAB I
KETEI{TUAN UMIIM

Fasal 1

Daiam Perat Llran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Toraja.

3. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ralgzat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten Tana
Toraja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kervajiban Kabupaten Tala Toraja.

5. Pengelolaan Keuangal Daerah ada-Iah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat ApBD,
adalah rencana keualgan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja
dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda).

7. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAp, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam men]rusun dan
menyajikan iaporan keuangan pemerintah.
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I

Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tana Toraja adalah prinsip-prinsip'

dasar-dasar,konvensi-konvensi,aturan-aturan,danpraktik-praktik

"r."tnU 
yang dipilih oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam

;:;;;;an penvajian laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja'

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari

prosedur, penyelenggara, peralatan' dan elemen lain untuk mewujudkan

i""g"i "i."tan"i "eiat analisis transaksi sampai dengan pelaporan

keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kabupaten Tana Toraja'

Akuntansi adalah proses identifikasi' pencatatan' pengukuran'

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan'

p"nyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya

EntitaspelaporanadalahpemerintahKabupatenTanaTorajayangterdiri
darisatuataulebihentitasakuntansiyangmenurutketentuanperaturan
perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban'

t"rrp^ l"po.".t pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang

bertujuan umum'

Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada pemerintah Kabupaten

Tana Toraja yang mengelola anggaran' kekayaan' dan kewajiban yang

menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran

dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya'

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah' selanjutnya disingkat SKPKD

adalah adalah perangkat daerah pada Kabupaten Tana Toraja selaku

pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada Kabupaten Tana Toraja selaku pengguna

anggaran / pengguna barang.

10.

11.

t2.

1J.

14.

BAB II
TUWAN DAN RUAilG LII{GKT'P

Pasal 2

{l) Tujuan kebij akan akuntansi adalah:

a. memberikan pedoman bagi e ntitas akuntansi dan entitas pelaporan

pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar

entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan
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b. membe
dalam

rikan Pedoman bagi entitas akuntansi rlan entitas pelaporan

"i*J- 
dan prosedur akuntansi Pemerintah

pelaksanaan
KabuPaten Tana Toraja'

{2) Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas akuntan
'-' p.t"po.r., Pemerintah Kabupaten Tana Toraja'

si dan entitas

a

b

Ruang lingkup kebijakan akuntansi ini' terdiri atas:

Kebijakan Akuntansi Penyajian PelaPoran Keuangan sebagaimana

tercantum dalam Lampi'"t i y"tg merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan BuPati ini;

Kebijakan Akuntansi Akun-akun' Koreksi Kesalahan' Perubahan

feUiaf<an Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi' dan Operasi yang

tidak dilanjutkan, serta Akuntansi Transitoris sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan

Peraturan BuPati ini.

Pasal 3

BAB III
PENERAPAN KEBIJAXAN AI('NTANSI

Pasal 4

pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerapkan kebijakan akuntansi

berbasis akrual atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tana

Toraja.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk

pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Tana Toraja atas

pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Perubahan Saldo Anggaran kbih (SAL), Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan

{1)

(2)
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BAB IV

XETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(l) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupatl
yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah
Kabupaten Tana Toraja sepaljang belum diubah dan tidak bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini berlaku efektif untuk penJrusunan dan penyajian
laporan keuangan atas pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran tahun
anggaran 2015.

B/IB V

XETEilTT'AN PEITUTT'P

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan Peraturan
Bupati' ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 16 Desember 2Ol5

htr*. "** rANA roRA-rAA

D di Makale
16 Desember 2O 15

I{Atr,OUA

Q,

Berita Dabrah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3g
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BAB TV

KBDEITTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) lada saat Peratura-n Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati
yang mengatur mengenai kebljakan akuntansi pemerintah daerah
Kabupaten Tana Toraja sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan
dengan Peraturan Ehrpati ini, dinyatakaa tetap berlaku.

(21 Peraturan Bupati ini berraku efektif untuk penJrusunan dan penyajian
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksa,aarr anggaran tahun
anggarar 2O15.

BAB V

KETET{TUAJT PEITI'TIIP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berl,aku pada tanggat diundangkan.

lg* Tlrp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeiah Ka6upaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 16 Desember 2015

E.

P
di Makale

Desember 2015

$
.t
tu
L

A

z.

io
Ben bupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 38


